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“Change your life today. Don’t gamble on the future.
Act now, without delay™.

(Simone de Beauvoir )

“Build your dreams, or someone else will hire you to build theirs™.

(Farrah Gray )
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RINGKASAN
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halaman; Program Studi Diploma Ill Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas
[Imu Sosia dan IImu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2015 sampal
tangga 31 Maret 2015. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan
kewajiban perpajakan khususnya tentang Pajak Hiburan dan memperoleh gambaran
secara nyata tentang bagaimana Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hiburan
di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pagjak merupakan salah satu contoh dari peran masyarakat turut serta
berpartisipasi dalam sektor pembangunan negara yang berkelanjutan. Pajak juga
dinilai sebagai sektor yang menguntungkan bagi negara karena dengan jumlahnya
yang relatif stabil serta terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pgak
diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah di
Kabupaten/Kota untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat
melalui Pgjak Daerah.

Prosedur pembayaran Pgak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember memiliki alur yang sudah ditentukan. Wajib pajak diwajibkan
datang ke kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember untuk melakukan pembayaran
berdasarkan penyelenggaraan hiburan yang diadakan. Setelah itu, wajib pajak
membayar jumlah pajak terutang ke tempat yang telah ditunjuk. Pemungutan Pgjak
Hiburan menggunakan sistem Self Assessment System yang dimana wajib pajak
melakukan perhitungan sendiri besar pajak yang terutang, dan semua itu sesuai
dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 3018/UN25.1.2/SP/2015, IImu
Administrasi, Program Studi Diploma |1l Perpajakan, Fakultas IImu Sosial dan

IImu Poalitik, Univer sitas Jember.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan
negara dikarenakan pgjak merupakan pendapatan yang potensial. Pgak di Indonesia
sudah mulai ada sgjak tahun 1945 yang didasarkan pada pasal 23A Undang-Undang
Dasar 1945. Direktorat Jenderal Pgjak (DJP) merupakan lembaga yang dibuat oleh
pemerintah yang bertujuan untuk mengelola perpgakan di negara Indonesia dan
Direktorat Jenderal Pgjak (DJP) berada dibawah naungan Kementerian Keuangan
Republik Indonesia.

Pajak dinilai sebagai sektor yang menguntungkan bagi negara karena dengan
jumlahnya yang relatif stabil serta terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya.
Pgak juga merupakan salah satu contoh dari masyarakat untuk turut serta
berpartisipasi aktif dan berkelanjutan dalam sektor pembangunan negara. Dalam
mengoptimalkan pembangunan negara yang salah satunya didapat dari sektor pajak,
pemerintah daerah turut serta berpartisipasi dalam hal mengoptimalkan pendapatan
dari sektor pagjak dengan cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat dalam membayar pajak.

Ada beberapa jenis pungutan yang ada di negara Indonesia, antara lain pajak
Negara (pgjak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan
Negara bukan pajak. Dengan adanya pemasukan pajak dari masyarakat ke pemerintah
daerah, maka dihasilkan adanya pgjak daerah yang dinaungi oleh Pendapatan Adli
Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan
Adli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan
daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesgjahteraan masyarakat. Dengan
demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri.

Pgjak adalah iuran masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa

berdasarkan Undang-undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
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digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu sumber Pendapatan Adli

Daerah berasal dari pgak daerah. Pgjak daerah merupakan pungutan daerah yang

menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah.
Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah terdapat 5 jenis Pgjak Provins dan 11 jenis Pgak Kabupaten/Kota,
antaralain sebagai berikut:

1. JenisPgak Provins :

a

b
C.
d.
e.

Pgjak Kendaraan Bermotor;

. BeaBalik Nama K endaraan Bermotor;

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
Pgjak Air Permukaan; dan
Pajak Rokok.

2. Jenis Pgjak Kabupaten/Kota :

R

- ® 2 0 T o

Pajak Hotel;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pgjak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pemerintah daerah kini di beri kekuasaan penuh dari pemerintah pusat untuk

mengatur dan mengurus pendapatan di daerah masing-masing dengan adanya
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah.
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Kebijakan pemungutan pgak daerah sebagali salah satu sumber pendapatan daerah
sangat penting karena pgak daerah dinilai sangat membantu dalam pemasukan kas
daerah, sadlah satunya berasal dari Pgjak Hiburan. Yang berguna membiayal
pel aksanaan program-program Pemerintahan Kabupaten. Hal ini juga tidak |epas dari
peran aktif serta wagib pgak dengan menyadari pentingnya membayar pajak,
khususnya wajib pajak hiburan. Sistem pemungutan pgak hiburan yang diterapkan
pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah menggunakan Self
Assessment System dimana sistem pemungutannya memberikan wewenang kepada
Wajib Pgjak untuk melakukan perhitungan sendiri terhadap besarnya pgjak terutang.
Pajak daerah dikelola oleh instansi berwenang yang dipilih oleh Pemerintah
pusat. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan salah satu instansi
yang dipilih oleh pemerintah pusat dalam mengelola pgak daerahnya. Jika dilihat
dari jumlah realisasi penerimaan pendapatan daerah selama 3 tahun yaitu tahun 2013,
2014, dan 2015, maka pendapatan Pgak Daerah yang diperoleh mengalami
penurunan. Hal ini bisadilihat dalam Tabel 1.1
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahunan pada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ( Tahun Anggaran 2013-

2015)
No Tahun Target Penerimaan Realisas Prosentase
Anggaran (Rp) (Rp) (%)
1. 2013 86.081.000.000,00 95.188.144.409,05 110,57 %
2. 2014 124.150.000.000,00  116.578.557.515,00 93,90 %
3. 2015 129.900.625.000,00  123.210.707.077,00 94,85 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016
Dari data padatabel diatas, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak ditahun
2014 dan 2015 tidak dapat melebihi dari target realisasi yang sudah dibuat, dan itu
berarti pada tahun 2014 dan 2015 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tidak
target dalam segi realisasi pgjak daerah.
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Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember dikarenakan instans tersebut yang berwenang mengelola pajak
daerah salah satunya Pajak Hiburan yang dapat meningkatkan Pendapatan Adli
Daerah (PAD) dan Pgjak hiburan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi
daerah, khususnya Kabupaten Jember yang cukup potensial dan berkonstribus

terhadap pendapatan daerah. Setiap pajak memiliki target realisasi masing-masing,
maka dari itu Pemerintah Kabupaten Jember membuat daftar realisasi yang berbeda-

beda setiap pajaknya, berdasarkan potensi yang dimiliki tiap pajak. Berikut target dan
realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember pada tahun 2015 adalah sebagai

berikut:

Tabel 1.2 Target dan Redisas Penerimaan Pgjak Daerah Pada Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember
No Jenis Target Realisas Prosentase Konstribus
Pendapatan Penerimaan (Rp) (%) (%)
(Rp)

a) (b) (c) (d) (e) (f)
1. Paak Hote 2.720.000.000,00 3.520.424.646,00 129,43% 2,86%
2. Pajak Restoran 5.750.000.000,00 8.176.884.275,00 142,21% 6,64%
3. Pagak Hiburan 1.050.600.000,00 1.111.526.807,00 105,80 % 0,90%
4. Pgak Reklame 5.150.000.000,00  5.179.522.533,00 100,57 % 4,20%
5. Paak

Penerangan 44.500.000.000,00 49.822.167.031,00 111,96 % 40,44%

jaan
6. Pajak Parkir 200.000.000,00 433.044.964,00 216,52 % 0,35%

Pajak Air Tanah 750.000.000,00 435.015.897,00 58,00 % 0,35%
8. Pgak Minerd

Bukan Logam 1.100.025.00,00  782.517.249,00 71,14 % 0,64%

dan Bantuan
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(a) (b) (c) (d) (e) (f)

9. Pgjak Bumi dan
Bangunan
50.000.000.000,00 33.010.049.135,00 66,02 % 26,79%
Perdesaan dan

Perkotaan

10. BeaPerolehan
Hak atas Tanah  18.500.000.000,00 20.265.566.128,00 109,54 % 16,45%

dan Bangunan

Jumlah 129.900.625.000  123.210.707.077 94,85 % 99,62%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah K abupaten Jember, 2016

Berdasarkan tabel target dan realisasi penerimaan pajak daerah tersebut,
paak hiburan menyumbang pendapatan asli daerah tidak terlalu tinggi karena jarak
antara pencapaian realisas dengan target yang ditentukan memiliki prosentase yang
tidak begitu jauh, tapi meski demikian pajak daerah sudah melebihi target yang sudah
di tentukan. Prosentase yang didapat sebesar 105,80 %. Selain pencapaian prosentase
yang cukup tinggi, paak hiburan juga memiliki kontribusi sebesar 0,90 % pada
pendapatan asli daerah.

Namun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, pajak hiburan mengalami
naik turun terhadap pendapatan yang didapat. Hal ini terbukti dari tabel berikut ini:
Tabel 1.3 Target dan Penerimaan Pgjak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember ( Tahun Anggaran 2013-2015)

No Tahun Target Penerimaan Realisas Prosentase
Anggaran (Rp) (Rp) (%)

1. 2013 425.000.000,00 715.271.347,00 168,30 %

2. 2014 1.000.000.000,00 929.201.239,00 92,92 %

3. 2015 1.050.600.000,00 1.111.526.807,00 105,80 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016
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Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa redlisas pendapatan daerah
Kabupaten Jember mengalami naik turun dari sektor pajak hiburan setiap tahunnya.
Hal itu terjadi juga karena target penerimaan yang di tentukan juga mengalami
peningkatan, alhasil dari segi realisas harus mengalami kenaikan juga. Pada tahun
2014, realisas penerimaan mengalami kenaikan sebesar Rp. 213.929.892,- dari tahun
2013. Tapi pada tahun 2014, mengalami realisasi penerimaan yang tidak melebihi
target yang sudah di tentukan, itu berarti pada tahun 2014 tidak target dalam dalam
hal penerimaan paak hiburan. Menurut lbu Indah selaku Kasi Pembukuan dan
Pengendalian di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ini terjadi karena
banyaknya objek pajak hiburan yang tutup, sehingga target mengalami penurunan dan
adanya pajak hiburan tidak tetap yang tidak melaporkan kewagjiban perpajakannya
sehingga berdampak penurunan pada pendapatan dari sektor pajak. Namun pada
tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp.
182.325.568,- Hal itu terjadi karena adanya beberapawajib pagjak baru dan banyaknya
hiburan tidak tetap.

Pada tahun 2015 terdapat 46 Wajib Pajak Hiburan yang tercatat di Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Jumlah itu terdiri dari objek pajak hiburan
yang bersifat permanen (tetap) maupun isidentil (tidak tetap). Berikut daftar objek
pajak di Kabupaten Jember:

Tabel 1.4 Daftar Objek Pgjak Hiburan pada Dinas Pedapatan Daerah Kabupaten

Jember Tahun 2015
Jenis Objek Pajak Jumlah
(@) (b)
Tontonan Film 1

Pagelaran kesenian, Music, Tari

dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, 5
Binaraga

Diskotik, Karaoke dan Klub Malam 7
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(a) (b)
Permainan Bilyar, Golf dan Bowling 2
Pameran 1

Pacuan Kuda, Lomba K endaraan

Bermotor dan Permainan 14
K etangkasan

Panti Pijat Refleksi, Mandi uap/spa, 4
Pusat Kebugaran

Sirkus, Akrobat dan Sulap 0
Kesenian Rakyat 0

Pertandingan Olahraga dan Hiburan 15
yang sifatnya Isidentil
Jumlah 46
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016

Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik mengambil judul

pajak hiburan karena penulisingin mengetahui prosedur perhitungan dan pembayaran
paak hiburan pada dinas pendapatan daerah Kabupaten Jember, dikarenakan
banyaknya penyelenggaraan hiburan tetapi penerimaan masih kurang bisa melebihi
target yang sudah ditentukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memilih
judul “Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hiburan pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang muncul
adalah :

Bagaimana Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hiburan pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ?
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1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata
Adapun tujuan dilaksanakan Praktek Kerja Nyata adalah :
Untuk mengetahui dan memahami Prosedur Perhitungan dan Pembayaran
Pgjak Hiburan pada Dinas K abupaten Jember

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata
Adapun manfaat dari adanya Praktek Kerja Nyataantaralain :

a. Memperoleh pengetahuan dibidang administrasi perpajakan khususnya tentang
Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Pgjak Hiburan pada Dinas Pendapatan
Kabupaten Jember.

b. Memperoleh pengalaman kerja sebagal penerapan ilmu yang telah diperoleh
selama menempuh pendidikan di Jurusan llmu Administras Program Studi
Diploma Il Perpgakan Fakultas [Imu Sosia dan Ilmu Politik Universitas
Jember.

C. Sebaga salah satu syarat menyelesaikan kuliah di Jurusan IImu Administras
Program Studi Diploma Il Perpgjakan Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik

Universitas Jember.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Unsur Pajak
2.1.1 Pengertian Pgjak
Definisi pgak menurut S. I. Djgadiningrat (2010 : 2) Pgak sebagal suatu
kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu
keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan
sebagal hukuman,menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk
memelihara negara secara umum. Hal ini dipertegas dengan Undang-Undang No. 16
Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpgjakan, Pgak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat di uraikan bahwa pajak memiliki
unsur-unsur sebagai berikut :
1. Pgak merupakan iuran rakyat yang dibayarkan kepada Negara berdasarkan
perbuatan, peristiwa dan kejadian.
2. Pembayaran pagjak tidak mendapat jasa timbal balik (Tegen Prestate) secara
langsung dari Negara.
3. Perolehan pgak untuk mengiss kas Negara dan digunakan pengeluaran
pembangunan dan cadangan (Saving Public)
4. Pajak dapat dipaksakan melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak
Menurut Waluyo (2003 : 8) ada 2 fungsi pajak, yaitu :
1. Fungs penerimaan (Budgetair)
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Pgak berfungs sebagal sumber dana yang diperlukan bagi pembiayaan
pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya
pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungs mengatur (Reguler)
Pgjak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
dibidang sosia dan ekonomi. Sebagal contoh yaitu dikenakan pajak yang
lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap

barang mewah.

2.1.3 Wagjib, Subjek dan Objek Pajak

a Wagjib Pgjak
Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpgjakan daerah diwagibkan untuk melakukan
pembayaran pgjak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan
pajak tertentu.

b. Subjek Pajak
Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

c. Objek Pajak
Bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan
yang bisa menimbulkan hutang pajak.

2.1.4 Pengelompokan Pajak
Pengel ompokan Pajak menurut Siti (2009 : 7) terdiri dari :
1. Menurut golongan

A. Pgjak Langsung
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Paak langsung adalah pagjak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh
Wajib Pgjak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain
atau pihak lain. Pgjak harus menjadi beban Wajib Pgjak yang bersangkutan.
Contoh : Pgjak Penghasilan (PPh)

B. Pgjak tidak langsung
Pajak tidak langsung paak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Dan hal ini terjadi karena
adanya terutang pajak, misalnyaterjadi penyerahan barang atau jasa.
Contoh : Pgjak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut sifat

A. Pgjak Subjektif
Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan
pribadi Wajib Pagak atau pengenaan paak yang memperhatikan keadaan
subjeknya.
Contoh : Pgjak Penghasilan (PPh)

B. Pajak Objektif
Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan objeknya baik
berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiva yang mengakibatkan
timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi
Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal .
Contoh : Pgjak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutan
A. Pajak Pusat
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
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Contoh : Pgjak Penghasilan, Pgjak Pertambahan Nilai dan Pgjak Penjualan atas
Barang Mewah serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

B. Pagak Daerah
Pgak daerah adalah pgak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak
Daerah terdiri atas:
a. Pgjak provins, contoh : Pgak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas
Air
b. Pajak daerah, contoh : Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pgjak Hiburan.
2.1.5 Tarif Pajak
1. Tarif pgak adaah dasar digunakan untuk menentukan besarnya tarif pajak
yang harus dibayar oleh rakyat, biasanya tarif pgak itu berdasarkan
prosentase tertentu dengan dasar pengenaan pagjak. Setu (2009 : 10) dan tarif
pajak dibagi 4 (empat) macam, yaitu :
a. Tarif Proposionil
Tarif pgak ini didasarkan pada prosentase tetap terhadap berapapun
jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Naik turunnya jumlah pajak
dipengaruhi secara proposional dengan jumlah dasar pengenaan pajak.
Contoh: Pgjak Pertambahan Nilai.
b. Tarif Progresif
Tarif paak ini menunjukan tari prosentase yang semakin naik
prosentasenya mengikuti kenaikan dasar pengenaan pajak.
Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 17.
c. Tarif Degresif
Tarif pajak ini prosentase tarifnya akan menjadi menurun apabila jumlah
yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.
Contoh: PPH Badan
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d. Tarif Tetap
Tarif pgak yang tetap sama terhadap berapun jumlah yang mejadi dasar
pengenaan pajak, oleh karenaitu besar pgjak yang terutang tetap.
Contoh: Bea Materai

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Setu (2009 : 10) terdapat tiga macam asas pemungutan pajak, yaitu
Asas Domisili, Asas Sumber, dan Asas Kebangsaan yang memiliki pengertian
sebagai berikut:

1. AsasDomisili ( Domicilie Beginsel )
Suatu asas pemungutan pajak yang Negara berhak mengenakan pgak atas
seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik
penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar Negeri.

2. Asas Sumber ( Bron Beginsel )
Suatu asas pemungutan yang dimana Negara berhak mengenakan pajak atas
penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat
tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan (Nationaliteits Beginsel )
Menurut asas ini pajak dikenakan oleh suatu Negara pada orang-orang yang
mempunyai hubungan kebangsaan dengan Negara itu. Indonesia tidak
menggunakan asas ini sebagai dasar pemungutan pajak, karena yang
dikenakan pagjak selain Warga Negara Indonesia juga Warga Negara Asing
yang tidak memiliki hubungan kebangsaaan dengan Indonesia tetapi memiliki
hubungan ekonomi di Indonesia.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pagjak
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Menurut Abdul (2014 : 7) dadam pemungutan pajak terdapat beberapa sistem
yang bisa digunakan, antaralain:
a. Official Assessment System
Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang
memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pgjak menurut perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.
Terdapat ciri-ciri dari Official Assessment System yaitu:
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
2. Wajib Pgjak bersifat pasif; dan
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
Contoh: Pgjak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor

b. Self Assessment System
Self Assessment System adalah sistem yang pemungutan pajak yang
memberikan wewenang kepada Wajib Pgjak untuk menentukan sendiri
besarnya paak terutang. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan,
membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pagjak yang harus di bayar.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pgjak Penghasilan
c. With Holding System
With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pgjak yang
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pagjak yang terutang oleh Wajib
Pajak.

2.2 Pajak Daerah
2.2.1 Dasar Hukum
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Menurut Mardiasmo (2011:12) dasar hukum pemungutan Pgjak Daerah dan

Retribusi daerah adalah Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pgjak Daerah dan
Retribusi Dagerah.

2.2.2 Pengertian Pgjak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah menurut

Undang-undang No. 28 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1

Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prisip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

DPRD provins dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama
KepalaDaerah

. Pgjak Daerah, yang selanjutnya disebut Pgak, adalah kontribusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
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perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMN) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisas massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

2.2.3 Jenis Pgjak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi dua menurut Undang-undang Nomor
28 Tahun 2009 yaitu:
1. JenisPgak Provins terdiri atas:

a. Pgak Kendaraan Bermotor;

b. BeaBalik Nama Kendaran Bermotor;

c. Pgjak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pgjak Air Permukaan; dan

e. Pgjak Rokok.

2. Jenis Pgjak Kabupaten/Kotaterdiri atas:
a. Pgjak Hotdl;
b. Pgjak Restoran;
c. Pgak Hiburan;
d. Pgjak Reklame;
e. Pgjak Penerangan Jalan;
f. Pgjak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
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0. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;,

i. Pgjak Sarang Burung Walet;

j. Pagjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan.

2.2.4 Wajib, Subjek dan Objek Psjak Daerah

a Wagjib Pgak Daerah
Orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak
yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu, menurut
peraturan perundang — undangan perpajakan daerah.

. Subjek Pagjak Daerah
Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

. Objek Pajak Daerah
Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dapat
menimbulkan hutang pajak daerah.

2.2.5 Pengelompokan Pgjak Daerah dan Tarif Pengenaannya

Berdasarkan wilayah pemungutan pajak daerah dibagi menjadi dua:

1. Pgak Provins

Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 pajak provinsi terdiri atas :
1. Pgak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%,

2. BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%,
3. Pagjak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%,

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%,
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5. Pagak Rokok 10%,
2. Pgak Kabupaten/Kota
Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 pajak Kabupaten/Kota terdiri
atas:
Pajak Hotel 10%;
Pajak Restoran 10%;
Pajak Hiburan 35%;
Pajak Parkir 30%;
Pajak Reklame 25%;
Pajak Sarang Burung Walet 10%;
Pajak Penerangan Jalan 10%;
Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C) 25%;
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan 0,3%;
10. Pgjak Air Bwah Tanah 20%;
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%
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2.3 Pajak Hiburan
2.3.1 Definisi Pgjak Hiburan

Menurut Marihot (2006:297) Pgjak Hiburan adalah pungutan daerah atas
penyelenggaraan hiburan. Dan dapat juga disebut sebagai pajak atas
penyelenggaraan suatu hiburan. Pengenaan Pgjak Hiburan tidak mutlak ada pada
seluruh di daerah Indonesia, hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan
pemerintah untuk mengenakan suatu jenis pgjak kabupaten/kota di daerah yang
bersangkutan. Mengingat tidak samanya suatu daerah dengan daerah lain, termasuk
dalam ha ini pagjak hiburan yang dimana penyelenggaraanya berbeda tiap daerah.
Maka dari itu, pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah
tentang Pajak Hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam hal
teknis pelaksanaan dam pengenaan Pajak Hiburan di daerah yang bersangkutan.
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2.3.2 Dasar Hukum Pgjak Hiburan
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 tahun 2011 tentang
Pgak Daerah.

2.3.3 Objek, Subjek dan Wajib Pgjak Hiburan
a. Objek Pajak Hiburan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 pasal
21 tentang pajak daerah, jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran akan
menjadi objek pajak hiburan. Sedangkan hiburan yang di selenggarakan melalui
pihak ketiga, maka pihak ketiga menjadi wajib pajak hiburan.
Objek pajak hiburan terdiri atas:

1. Tontonan film;

Pagelaran kesenian, music, tari dan/atau budaya, kontes kecantikan, binaraga;
Kesenian rakyat;
Pameran,;
Diskotik, karaoke dan klub malam;
Sirkus, acrobat dan sulap;
Permainan bilyard, golf dan bowling;

Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya;

© © N o gk~ WD

Panti pijat, refleksi, mandi uap, salon kecantikan dan pusat kebugaran;

10. Pertandingan olahraga dan hiburan isidentil lainnya

b. Pengecualian Objek Pajak
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 pasa
18 disebutkan bahwa Objek Pgjak yang dikecualikan dari Objek pajak hiburan yaitu
penyelenggaraan hiburan dalam rangka pernikahaan, upacara adat, kegiatan amal.
c. Subjek dan Wajib Pajak Hiburan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

20

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 pasa
19, yang merupakan subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang
menonton dan/atau menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang
pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan
a. Dasar Pengenaan Pgjak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 pasal
20, yang menjadi dasar pengenaan Pgjak Hiburan adalah Jumlah uang yang diterima
atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang
seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket gratis yang diberikan kepada
penerima jasa hiburan.

b. Tarif dan Cara Perhitungan Pgjak Hiburan
Menurut pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah, tarif Pgjak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

1. Tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);

N

Pagelaran kesenian, music, tari dan/atau budaya, kontes kecantikan, binaraga
sebesar 10% (sepuluh persen);

Kesenian rakyat sebesar 5% (lima persen);

Pameran sebesar 10% (sepuluh persen);

Diskotik, karaoke dan klub malam sebesar 25% (dua puluh lima persen);

Sirkus, acrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);

Permainan bilyard, golf dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen);

O N o g k~ ®

Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya sebesar
10% (sepuluh persen);
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap, salon kecantikan dan pusat kebugaran sebesar
10% (sepuluh persen);
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10. Pertandingan olahraga dan hiburan isidentil lainnya sebesar 10% (sepuluh

persen)

c. CaraPerhitungan Pajak Hiburan

Menurut Marihot (2006:304), besarnya pokok pajak dihitung dengan cara
mengalikan tarif paak dengan dasar pengenaan pgak. Caraperhitungan
ini digunakan untuk setiap jenispajak daerah, yang juga merupakan dasar
perhitungan untuk semua jenis pajak pusat. Berikut rumus pajak hiburan :

Pajak terutang = Tarif x DPP

= Tarif pgak x Jumlah Pembayaran untuk
menonton/menikmati hiburan

Keterangan :
Tarif = Tarif Pgjak Hiburan

DPP = Dasar Pengenaan Pgjak

2.4 Akuntansi Pajak
2.4.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Wild dan Kwok (2011:4) akuntansi adalah sistem informasi yang
menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas
ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntans mengacu pada 3 (tiga) aktivitas dasar
yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan keadian ekonomi yang
terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna. Pengguna laporan
keuangan terdiri dari pengguna internal dan pengguna eksternal. Contoh pengguna
internal adalah individu-individu di dalam perusahaan yang berkepentingan untuk
merencanakan, mengkoordinasikan dan menjalankan kegiatan bisnis perusahaan,

seperti mangjer, supervisor, direktur internal audit dan karyawan perusahaan. Contoh
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pengguna eksternal adalah individu dan organisasi di luar perusahaan yang
membutuhkan informasi keuangan mengena perusahaan, seperti Kantor Akuntan

Publik (KAP), pemegang saham, pelanggan dan pemerintah.

2.4.2 Aset, Kewajiban dan Ekuitas
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:6) Aset, Kewgjiban dan Ekuitas
didefisinikan sebagai berikut:

a. Aset adalah sumber daya yang dikuasa oleh perusahaan sebagai akibat dari
peristiva masa lau dan mempunya manfaat ekonomi masa depan yang
diharapkan akan diperoleh perusahaan;

b. Kewajiban merupakan obligation masakini yang timbul dari peristiwamasalalu,
penyelesaiannya diharapkan dapat mengakibatkan arus keluar dari sumber daya
perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi; dan

c. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua

kewajiban.

2.4.3 Konsep Dasar Akuntansi Pajak
Menurut Agoes dan Trisnawati (2014:11) Konsep dasar Akuntansi Pagjak
antaralain:

1. Pengukuran dalam mata uang

Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat
pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal,
penghasilan, dan biaya. Menurut pasal 28 ayat 4 UU KUP Nomor 16 Thaun 2009
yang mewagjibkan agar “pembukuan atau pencatatan tersebut harus

diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah”.
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2. Kesatuan Akuntans

Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaks yang terjadi
dengan perusahaan bukanlah transaks perusahaan dengan pemiliknya. Harta
perusahaan bukan harta pemilik. Kewagjiban perusahaan bukan kewajiban
pemilik. Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yang terpisah sama sekali.
Hal tersebut sesual ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf B UU PPh Nomor 36 Tahun
2008 ““besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
Bentuk Usaha Tetap (BUT) tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau
dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota”.

3. Konsep Kesinambungan

Daam konsep diatur bahwa tujuan pendirian perusahaan adalah untuk
berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Hal ini mengacu
konsep Pasal 25 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Thaun 20-008 ““besarnya angsuran
dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk
setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak

yang lalu”.
4. Konsep Nilai Historis

Transaksi bisnis dicatat berdasakan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
Dengan konsep ini maka harta dicatat sebesar harga perolehannya: sesuai dengan
Pasal 10 ayat 6 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 ““persediaan dan pemakaian
persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan
yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan
yang diperoleh”.

5. Periode Akuntans
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Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan di mana hal ini
mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009. Tahun pajak
adalah sama dengan tahun takwim kecuali WP menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun takwim.

. Konsep Taat Asas

Dalam konsep ini penggunaan metode akuntasi dari satu periode ke periode
berikutnya haruslah sama. Konsep ini mengacu pada Pasal 28 ayat 5 UU KUP
Nomor 16 Tahun 2009 “pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas™
dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

. Konsep Materialitas

Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu
“pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk
dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau

amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau Pasal 11A”.

. Konsep Konservatisme

Daam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya
kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi. Hal ini mengacu pada Pasal 9
ayat 1 huruf C UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “untuk menentukan
besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dan Bentuk Usaha Tetap
(BUT) tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan,
kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain
yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan

pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang”.
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9. Konsep Redlisas

Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi
penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi, tidak dapat diakui
sebagai penghasilan. Hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun
2008, yaitu “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima (cash basis) atau diperoleh
(accrual basis) Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan

Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dana dalam bentuk apapun.

10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan

Laba neto diukur dengan perbedaaan antara penghasilan dan beban pada periode
yang sama, dimana mengacu pada Pasal 6 ayat 1 UU PPh 36 Tahun 2008, yaitu
“besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk
usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan”.

2.4.4 Akun-Akun Akuntansi Pgjak
Menurut Agoes dan Trisnawati (2014:13) nama-nama akun pada |laporan
keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak adalah sebagai berikut.
a Neraca
1) Sisi Aset, terdapat nama-nama akun sebagai berikut.

Pajak Dibayar di Muka (Prepaid Tax)

Pajak dibayar dimuka biasa disgikan sebagai Biaya Dibayar di Muka (Prepaid
Expense) dalam aset lancar. Pgjak yang dibayar di muka dapat terdiri dari:
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- PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28A (bila ada);
- PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan;
- Pgjak Masukan

2) Sisi Kewajiban, terdapat nama-nama akun sebagai berikut.

Utang Pgjak (Tax Payable)

Utang Pgjak dapat terdiri atas:

- PPh21, PPh23, PPh26, PPh 29;
- Pgak Keluaran
b. Laporan Laba Rugi
- Beban pgak penghasilan (income tax expense)
- PBB, Pgak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan Bea Materai dicatat

sebagal beban operasional (operational expense).
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BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANS|

31 Sgarah Singkat dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember

Sebelum diberlakukan otonomi daerah kabupaten Jember oleh pemerintah
pusat kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah
naungan sebuah sekretariat yang bernama Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah.
Pada tahun 1967 pengel olaannya masih bertanggung jawab di lingkungan sekretariat
itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa
dikatakan masih terpecah-pecah di lingkungannya masing-masing. Setelah
kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan
Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan berskala besar. Berarti
kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam
Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
yang sampa saat ini masih dibawah dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam
melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada
Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris
daerah.

3.1.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember
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A. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

a) Dinas Kabupaten Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten di bidang Pendapatan Daerah;

b) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah,

c) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis
administrasi dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan dibidang
pendapatan.

C. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember mempunyai fungsi:
1. Merumuskan kebijakan teknik dibidang pendapatan;
Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
Melakukan pembinaan yang ada dikecamatan;
Menyel enggarakan penarikan/pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

o W DN

Pel aksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3.2 Vis dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
3.2.1 Vis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Visi merupakan rencana jauh kedepan yang mana menjelaskan tentang

kemana suatu perusahaan akan dibawa dan bagaimana instans tetap berkarya agar


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

29

tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dinas Pendapatan memiliki
suatu konteks yaitu dapat diperkirakan sebagai gambaran 5 tahun kedepan tentang
struktur dan gambaran serta keadaan yang akan dicapai dan diwujudkan.

Adapun Visi Dinas Pendapatan adalah ‘Mewujudkan Dinas Pendapatan yang
Antisipatif, Inovatif, dan Produktif”.

3.2.2 Mis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Misi adalah suatu pelaksanaan yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan
yang harus sesual dengan visi yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan tujuan
organisasi yang akan dilaksanakan akan berhasil dengan baik,

Adapun Misi Dinas Pendapatan yaitu:

1 Merumuskan kebijakan dibidang pendapatan;

2. Menggali dan memungut Pendapatan Asli Daerah secara insentif; dan
3. Menyel enggarakan akuntansi pendapatan daerah.

3.3  Struktur Organisas dan Uraian Tugas

3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Berikut adalah struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini disgjikan

dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing-masing bagian.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

30


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

31

3.3.1.1 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari:

a

-~ 0o o o T

> @

KepaaDinas;

Sekretariat;

Bidang Pendataan dan Pelayanan;
Bidang Penetapan dan Verifikas;
Bidang Penagihan dan K eberatan;
Bidang Pembukuan dan Pengendalian;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan
Unit Pelaksana Teknis (UPT).

3.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi
A. Kepala Dinas

1) Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten

dalam merumuskan kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi, bagi hasil pajak

atau bukan paak dan menyelengarakan pemungutan pendapatan asli daerah,

mengadakan koordinasi instansi terkait dalam perencanaan, pengkgian, teknis

tentang penggalian dan pengembangan pendapatan, evaluas dan monitoring serta

pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh

bupati.

2) Adapun fungs kepala dinas meliputi:

a

b
C.
d

Penyel enggaraan urusan di bidang pendapatan daerah;

. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;

Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah;

. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan PAD, dana perimbangan dan lain-

lain Pendapatan Daerah yang sah;
Penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan

pada lingkup Dinas;
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Pelaksanaan perencanaan, pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, dan
pengendalian operasiona Pgjak Daerah dan Restribusi Daerah;

Pemberian izin tertentu dibidang Pendapatan Daerah;

Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan Pajak Daerah dan
Restribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;

Pelaksanaan pengembangan, evaluasi, monitoring, dan pengendalian
pemungutan Pendapatan Asli Daerah; dan

Pemberian dukungan teknis dan administras di bidang Pendapatan Adli
Daerah.

B. Sekretariat

1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasi penyusunan program,

kegiatan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor,

perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, pengelolaan benda berharga,

pemeliharaan, kearsigpan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan dan tugas lain

yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2) Adapun fungsi sekretariat meliputi:

a

Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis (renstra), rencana program
dan kegiatan dinas,

Penyelenggaraan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,

Pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi  kepegawaian
keuangan, gaji pegawai dan umum;

Pengel olaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;

Penyel enggaraan kehumasan dan keprotokolan;

Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas,
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Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan
kegiatan;

Pel aksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

Penyusunan dan pel aksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
Penyigpan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggung
jawaban keuangan;,

Pencatatan pengadaan dan pengeluaran benda-benda berharga;

Pelaporan persediaan benda berharga;

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah (LAKIP);
Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan semua
unit organisasi di lingkup Dinas; dan

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

3) Sekretaris tersebut terdiri dari:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mel aksanakan urusan

ketatausahaan, pencatatan dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga,

kehumasan dan kepegawaian dan tugas lain yang diberikan sekretaris. Adapun

fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melipuiti:

a

b
C.
d

Pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;

. Pengelolaan tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;

Pel aksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan;

. Pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, keamanan kantor dan

mempersiapkan sarana prasarana kantor;

Pel aksanaan pelayanan administrasi perjalanan dinas;

Penyusunan rencana kebutuhan benda berharga, alat adat kantor dan barang
inventaris,

Pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sarana prasarana

kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
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Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran benda
berharga serta perhitungan persediaan benda berharga;

Pelaksanaan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan
labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang;

Penyiapan bahan untuk penghapusan barang;

Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang secara
periodik serta menyusun pertanggung jawaban pengurusan barang;

Penyel enggaraan administrasi kepegawaian;

Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data
kepegawaian,buku induk pegawal, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat,
pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala,
pembinaan karier dan pensiun pegawai di lingkup dinas; dan

Penyusunan formasi pegawai, penyiapan bahan dalam usaha peningkatan
disiplin, kesg ahteraan dan mutu pengetahuan pegawai di lingkup dinas.

b) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok penyusunan program,

kegiatan, anggaran dan pelaporan dan tugas lain yang diberikan sekretaris.. Adapun

fungi Sub Bagian Perencanaan meliputi:

a

b.

C.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dinas;
Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas;

Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran
belanja langsung dan belanja tidak langsung ke dalam Rencana Kerja
Anggaran (RKA);

Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran
pendapatan Dinas;

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA);

Pelaksanaan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan
dinas;
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Pelaksanaan evaluasi pel aksanaan program dan kegiatan dinas;

Pengumpulan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan
di bidang-bidang lingkup dinas,

Pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan
kegiatan dinas;

Penyusunan |aporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas,

Penyusunan rencana pendapatan daerah dan rencana ekstensifikas
intensifikasi Pendapatan Asli Daerah;

Penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan
peraturan pelaksanaan lainnya tenang Pgjak Daerah dan Restribus Daerah
serta pendapatan lainnya; dan

m. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

c) Sub Bagian Keuangan

1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan

dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Adapun fungsi Sub Bagian Keuangan meliputi:

a

Pengel olaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak
langsung;

Pelaksanaan penelitian kelengkapan dan verifikass Surat Permintaan
Pembayaran (SPP);

Pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Dinas,

Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);

Penyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluas kinerja
keuangan;

Pel aksanaan tata usaha pembayaran ggji pegawai;

Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta
biaya-biayalain sebagai pengeluaran Dinas,

Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidan keuangan dinas,
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i. Penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pajak Daerah dan Restribusi
Daerah ke Kas Dagerah;
j.  Pembinaan administrasi keuangan di lingkup Dinas; dan

k. Penyusunan Neraca Keuangan Dinas.

C. Bidang Pendataan dan Pelayanan

1) Bidang pendataan dan pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan
pendaftaran objek dan subjek Pgak Daerah / Retribusi Daerah, pengolahan data serta
penyajian informasi Pgjak Daerah / Retribusi Daerah serta melaksanakan pelayanan
dan penyuluhan tentang peraturan Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

Adapun fungsi Bidang Pendataan dan Pelayanan melipuiti:

a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran wgjib
Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah / Retribusi Daerah;

b. Pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan, sosialisasi dan konsultasi tentang
perpajakan daerah;

c. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber
pendapatan pgak dan restribus daerah serta sumber pendapatan lain yang
sah;

d. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan
Objek Pajak Daerah;

e. Pembuatan daftar induk Wagjib Pgak Daerah dan Restribus Daerah
menyimpan surat perpajakan dan Restribusi Daerah.
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2) Bidang Pendataan dan Pelayanan terdiri dari:

a

Seks Pendataan dan Pendaftaran

Seks Pendataan dan Pendaftaran mempunya tugas melaksanakan
pendataan dan pendaftaran Wajib Pgjak Daerah / Restribusi Daerah dan Objek
Pgjak Daerah dan Restribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan Kepala
Bidang Pendataan dan Pelayanan.

Seksi Pelayanan dan Penyuluhan

Seksi Pelayanan dan Penyuluhan mempunya tugas melaksanakan
pelayanan dan penyuluhan tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dan
tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan.

D. Bidang Penetapan dan Verifikasi

1) Bidang penetapan dan verifikasi mempunyal tugas melaksanakan perhitungan, dan

penetapan Pajak Daerah / Restribusi Daerah serta melaksanakan verifikas

administras dan/atau lapangan atas materi penetapan Pgjak Daerah / Restribus

Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun fungsi Bidang penetapan dan verifikasi meliputi:

a

Pelaksanaan perhitungan penetapan nilai Pajak Daerah / Restribusi Daerah
dan Objek Pajak Daerah;

Pelaksanaan verifikasi administrasi dan/atau lapangan atas materi penetapan
Pajak Daerah;

Penertiban Surat Ketetapan Pgjak Daerah dan Restribusi Daerah dan surat
ketetapan lainnya; dan

Pemberian legalitas terhadap Objek Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah.

2) Bidang Penetapan dan Verifikas terdiri dari:
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a. Seks Penetapan dan Legalisas
Seks Penetapan dan Legalisass mempunya tugas melaksanakan
penerbitan Surat K etetapan Pgjak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD), dan Surat
Ketetapan lainnya serta melaksanakan legalisasi terhadap sarana pemungutan
Pajak Daerah / Restribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah dan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.
b. Seks Verifikasi
Seks Verifikas mempunyai tugas melaksanakan verifikas terhadap
pelaksanaan penetapan Objek Pgak Daerah dan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

E. Bidang Penagihan dan Keberatan

1) Bidang Penagihan dan Keberatan mempunya tugas melaksanakan urusan
penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan Pajak Daerah
dan Restribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Adapun fungsi Bidang Penagihan dan Keberatan meliputi:
a. pelaksanakan pendistribusian SKPD, SPPT, SKRD dan surat ketetapan
lainnya;
b. pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
c. pelaksanaan penyel esaian sengketa pemungutan Pajak Daerah; dan
d. penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
2) Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari:
a  Seks Penagihan
Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan
Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

39

b. Seks Keberatan dan Pengurangan

Seks Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan
penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan dan permasalahan paak
lainnya, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan
K eberatan.

F. Bidang Pembukuan dan Pengendalian

1) Bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan urusan di

bidang pembukuan dan pengendalian operasional, yang meliputi pengawasan

operasional pemungutan, penertiban objek pajak, pelaksanaan pembukuan dan

pelaporan realisasi penerimaan Pajak daerah / Restribusi Daerah, bagi hasil Pajak /

buka pgjak dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah serta benda berharga dan

mel aksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun fungsi bidang pembukuan dan pengendalian meliputi:

a

Pelaksanaan pembukuan penetapan dan penerimaan Pgak Daerah dan
Restribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;

Pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkal a;
Pelaksanaan pengawasan / monitoring operasional pemungutan dan
penyetoran Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;

Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring
dan evaluasi pendapatan daerah;

Pel aksanaan koordinasi pencairan / pelimpahan bagi hasil pajak / bukan pgjak;
Pelaksanaan koordinasi dengan satuan Kkerja terkait dalam rangka
pengendalian dan penertiban objek Pgjak Daerah dan Restribusi Daerah; dan
Pengawasan terhadap penyel esaian sengketa pemungutan Pajak Daerah.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

40

2) Bidang Pembukuan dan Pengendalian terdiri dari:
a.  Seks Pembukuan dan Pelaporan
Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan benda
berharga dan tugas lain yang diberikan oleh Kepaa Bidang Pembukuan dan
Pengendalian.
b. Seks Pengendalian dan Penertiban
Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyal tugas melaksanakan
pengendalian, monitoring, evaluasi dan penertiban terhadap pemungutan dan
penyetoran Pgjak Daerah dan Restribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

F. Kelompok Jabatan dan Fungsional

1) Kelompok Jabatan Fungsiona mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
teknis Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2) Kelompok ini terdiri dari sgumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

3) Setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh
KepalaDinas.

4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atur sesuai peraturan perundang-undangan.
G. Unit Pelaksana Teknis

1) UPT mempunya tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas
dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang mempunyai wilayah
kerja 1 (satu) kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan
berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas.
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Adapun fungsi UPT meliputi:

Penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan Dinas;
Pel aksanaan kebijakan program dan kegiatan Dinas,

Pengelolaan  pelaksanaan  pengadaan,  pengumpulan,  pengelolaan,
penyimpanan, perawatan, dan penyajian bahan sarana dan prasarang;
Pelaksanaan pemeliharaan/perawatan, pembinaan, pengaman dan peningkatan
pelayanan;

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan melaporkan secara rutin hasil
pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah; dan

Penyetoran hasil pemungutan Pgak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas
Daerah melalui bendahara penerimaan Dinas.

2) Susunan Organisasi UPT terdiri dari:

a

b.

C.

Kepala UPT;
Sub Bagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional

3) UPT Dinas terdiri dari:

a

b
C.
d.
e

UPT. Hotel dan Pemandian Rembangan;

. UPT. Hotel dan Pemandian Kebonagung;

UPT. Pemandian Patemon Tanggul;
UPT. Wisata Pantai Watu Ulo; dan
UPT. Pendapatan.

4) UPT. Pendapatan terdiri dari:
a. UPT. Pendapatan di Kecamatan Kaliwates, meliputi wilayah kerja:

b.

1. Kecamatan Kaliwates,
2. Kecamatan Patrang; dan
3. Kecamatan Sumbersari.
UPT. Pendapatan di Kecamatan Mayang, meliputi wilayah kerja:
1. Kecamatan Mayang;
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2. Kecamatan Mumbul sari;

3. Kecamatan Tempurejo; dan

4. Kecamatan Silo.
UPT. Pendapatan di Kecamatan Arjasa, meliputi wilayah kerja:
Kecamatan Arjasa;
Kecamatan Jel buk;

K ecamatan Pakusari; dan

A w0 D P

K ecamatan Sukowono.
. UPT. Pendapatan di Kecamatan Kalisat, meliputi wilayah kerja:
Kecamatan Kalisat;

AR

Kecamatan Sumberjambe; dan

w

Kecamatan Ledokmbo.

UPT. Pendapatan di Kecamatan Rambipuji, meliputi wilayah kerja:
K ecamatan Rambi puiji;

K ecamatan Panti;

Kecamatan Sukorambi;

Kecamatan Ajung; dan

o ~c W NP

K ecamatan Jenggawah.
UPT. Pendapatan di Kecamatan Balung, meliputi wilayah kerja:
K ecamatan Balung;
2. Kecamatan Ambuluy;
Kecamatan Wuluhan; dan

s

Kecamatan Puger.
UPT. Pendapatan di Kecamatan Kencong, meliputi wilayah kerja:
1. Kecamatan Kencong;
2. Kecamatan Jombang;
3. Kecamatan Gumukmas; dan
4. Kecamatan Umbulsari.

. UPT. Pendapatan di KecamatanTanggul, meliputi wilayah kerja:
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Kecamatan Tanggul;
K ecamatan Bangsal sari;

K ecamatan Semboro; dan

A w0 D E

K ecamatan Sumberbaru.

34 Lokas dan Tata Letak

Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang digunakan untuk
tempat Magang/Kerja Industri (MKI) terletak di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten
Jember, Jawa Timur — Indonesia. Berikut ini informas lokasi Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember:

Lokas : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Alamat : Jalan Jawa No. 72 Jember
Telepon : (0331) 337112

35 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung kelancaran dalam
kegiatan di Dinas Pendapatan Daerah K abupaten Jember
Sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adal ah:
1. Gedung
Alat tulis kantor
Komputer
Ruang penyimpangan uang
Lahan parkir
Mesin penghitung uang
Mushola
Kursi tunggu bagi nasabah

© N o g b~ 0w DN
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN), yang telah

dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, dan tanya jawab

dengan para pegawa di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah

didapatkan data-data mengenai Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hiburan

pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pajak Hiburan menggunakan Self Assessment System dalam pemungutan
pajak

Pgjak Hiburan adalah pgak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan
dengan dipungut bayaran

Pajak Hiburan yang terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif
dengan dasar pengenaan.

Wajib Pgjak mengisi Surat Pemberitahuan Tagihan Pgjak Daerah (SPTPD)
setelah melakukan perhitungan atas pajak terutangnya

Penyetoran pajak dilakukan di Bank Jatim yang berada di dalam kantor
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan selanjutnya melakukan
pelaporan dengan membawa bukti setor dari Bank Jatim untuk disampaikan

pada bagian keuangan dan bendahara.

Peraturan yang diterapkan oleh Kabupaten Jember sudah sesuai dan berdasar pada 3

dasar hukum sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pgak di
Kabupaten Jember
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3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pgjak Daerah
5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan
kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, penulis
ingin memberikan saran dalam hal untuk meningkatkan target dan realisasi yang lebih
tinggi lagi, Dinas Pendapatan Kabupaten Jember sebaiknya lebih sering melakukan
kunjungan lapang atau survei terhadap pajak hiburan isidentil atau tidak tetap karena
di Kabupaten Jember masih terdapat penyelenggaraan hiburan yang termasuk dalam
pajak hiburan isidentil namun belum didaftarkan sehingga lolos dari kewajiban
perpgjakan. Hal ini terjadi karena kurang sadarnya wajib pajak yang berada di
Jember.

Selain itu, pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
kepada wajib pajak agar Iebih ditingkatkan berupa penambahan loket dengan tujuan
untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan serta agar wajib pajak tidak
menunggu terlalu lama untuk segera dilayani. Hal itu didapatkan oleh penulis selama
melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
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Lampiran A : Permohonan Tempat Magang

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor :409/UN25.1.2/5P/2015 4 Pebruari 2015
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
JI. Jawa No.72 Jember
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap
mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan
magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara
memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara
pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

Nama : Gilang Sampurna Ramadhan
NIM :120903101008
Program Studi : DIII Perpajakan

~ Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.
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Lampiran B : Surat Balasan Tempat Magang

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 & 337112 JEMBER 68121

Nomor
Sifat

Lampiran :

Perihal

Jember, 9 Februari 2015

409//26 | 35.09.422 / 2015 Kepada

Penting Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial

- dan Ilmu Politik Universitas Jember
Permohonan Tempat PKN di—

JEMBER

Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik Universitas
Jember Nomor : 402/UN.25.1.2/SP/2015 tanggal 4 Februari 2015 perihal sebagaimana
tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa kami bersedia menerima
Mahasiswa/i Saudara atas nama :

No. Nama NIM Program Studi

1 | Gilang Sampurna Ramadhan 120903101008 D - III Perpajakan

Terhitung mulai tanggal 02 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015 untuk melaksanakan Praktek
Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember .

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
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Lampiran C : Surat Tugas Magang

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 460/UN25.1.2/SP /2015

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor
409/126,/35.09.422 /2015 tanggal 9 Pebruari 2015 perihal ljin Tempat PKN, maka dengan
ini Dekan Fakultas [lmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada

mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : Gilang Sampurna Ramadhan
NIM :120903101008
Program Studi : D3 Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung

mulai tanggal 02 Maret sampai dengan 31 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

L==-an Dekan/
=~ Pembantu Dekan |

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten [ember
2. Kaprodi D3 Perpajakan

3. Mahasiswa yang Bersangkutan
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Lampiran D : Surat Tugas Dosen Supervisi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JI. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 461/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yuslinda Dwi Handini, S.Sos, M.AB.
NIP :197909192008122001
Jabatan : Asisten Ahli

Pangkat, golongan :Penata Muda Tk.I, lI/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas llmu Sosial
dan Iimu Politik Universitas Jember di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung
mulai tanggal 02 Maret sampai dengan 31 Maret 2015. Adapun nama mahasiswa sebagai
berikut :

Nama : Gilang Sampurna Ramadhan
NIM 1120903101008
Program Studi : D3 Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

_ == Jember, 9 Peb/r@\ms
; an Dekan \

Q?Smbantu Dekan [,

TTTTNIP 19610828 199201 1 001
Tembusan :
1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej
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Lampiran E : Surat Tugas Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
“mail ; fisipunej@ielko 03311332736

SURAT TUGAS
Nomor : 3018/UN.25.1.2/8P/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik
Fakultas [Imu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Drs. Sugeng Iswono, MLA.
NIP : 195402021984031004
Jabatan : Lektor Kepala

Pendidikan Tertinggi : S-2
Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Gilang Sampurna Ramadhan

NIM : 120903101008

Judul Tugas Akhir  : (Dalam Bahasa Indonesia)
Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hiburan pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

(Dalam Bahasa Inggris)
Procedure for Calculation and Payment of Entertainment Tax in
Departement Jember Regency

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 17 September 2015

f_Drs. Himawan Bayu Patriadi, MLA., Ph.D.V
Tembusan : NIP 196108281992011001

. Dosen Pembimbing

. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi

Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan

Kasubag. Keuangan & Kepegawaian

. Mahasiswa yang bersangkutan

Arsip

b

_G\UI:PL.UJI\);—-
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Lampiran F: Nilai Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JL. Kali Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331335586 Jember 68121

Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

NO. INDIKATOR PENILAIAN
1 |Penguasaan Materi Tugas
2 |Kemampuan / Kerjasama ilan
3 |Etika
4 |Disiplin
NILAI RATA - RATA

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Gilang Sampurna Ramadhan
NIM 1120903101008
Jurusan : liImu Administrasi

Program Studi : Diploma Ill Perpajakan

Yang menilai :

Nama
Jabatan
Instansi
Tanda Tangan

PEDOMAN PENILAIAN :

NO. | ANGKA HURUF KRITERIA
1 B0 > A Sangat Baik
2 70-79 B Baik
3 60 - 63 C Cukup Baik
4 50-59 D Kurang Baik
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Lampiran G : Daftar Absensi Magang

DAFT, SI
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Tempat KK : BIDANG I
Asal Univ. : UNIVERSITAS JEMBER
NO NAMA TANGGAL PAGI SIANG .
DIN SAKIT TX
GILANG SAMPURNA
1 [oAMADHAN 2 MARET 2015 Wy |
IMARET 2015~ | =— <
4 MARET 2015 | 5;‘2 =
5 MARET 2015 e
6MARET 2015 | == — 1~ -
= )
(TMARET 2015~ / = £ B ot e s
(8 MARET 2015 ' /DT — T ——
9 MARET 2015 — = | Y— =
10 MARET 2015 — = ==
11 MARET 201 =

S

12 MARET 2015 | -’—'-"E’g”’(; — ]
{___\_-_. p—

13 MARET 2015 4 ———— =

_—
(14 MARET 2015 ] V.a .. DF iais
(15 MARET 2015 2= P sl T
16 MARET 2015 — gt | e
=

17 MARET 2015 -

e
BMARET 2015 | <=

MARET 2015 T s, [ =
WMARET 2015 T2 | ——=

2015 B e e
P 2015 ——T et e — e RT
23 MARET 2015 - g
24 MARET 2015 ——

25 MARET 2015 Zhe—]

26 MARET 2015 — AT
27 MARET 2015 _+ = 5%.’

Epweeras |/ 7,
@MareT2015  [—7 /=2 &

30 MARET 2015

_
=
3IMARET 2015 T “er | — —
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Lampiran H : Undang — Undang nomor 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera,
dan berkeadilan;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan
dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian
hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara;

c.  bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian
daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan
pemberian diskresi dalam penetapan tarif;

e.  bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan rinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

f  bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;

g bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal
23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
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Lampiran H : Undang — Undang nomor 28 Tahun 2009

Bagian Kesembilan
Pajak Hiburan

Pasal 42
Objek Pajak Hiburan adalah jasa penvelenggaraan Hiburandengan dipungut
bayaran.
Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
tontonan film;
pagelaran kesenmian, musik, tari, dan/atau busana;
kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
pameran;
diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
sirkus, akrobat, dan sulap;
permainan bilyar, golf, dan boling;
pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainanketangkasan;
panti pijat, refleksi, mandi vap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
1- . pertandingan olahraga.
Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan
dengan Peraturan Daerah.

FER MO AN o

Pasal 43
Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan
Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
Hiburan.

Pasal 44
Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang
seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
Jumlah vang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima
jasa Hiburan.

Pasal 45
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik,
karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pyjat, dan mandi vap/spa, tarif
Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen).
Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan
ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 46
Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan
diselenggarakan.
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Lampiran | : Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011

'lF

P B
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai
salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan .dan keadilan,
peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan
memperhatikan potensi daerah:

"b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di
Kabupaten Jember perlu diganti;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pajak Daerah; .

Mengingat : - 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950
©  tentang Pembentukan . Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
~ Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2730); 3
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran

1


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran | : Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011

Bagan Ketga
PAJAK HIBURAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 17
Dengan Nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Pasal 18
(1) Obyek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
tontonan film;
pagelaran kesenan, musik, tari dan/atau busana. kontes kecantikan, binaraga:
kesenian rakyat;
pameran;
diskotik. karaoke dan kub malam;
sirkus, akrobat. dan sulap;
permainan bilyar. golf dan bowling:
pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya;
panti pgat. reflieksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (Fitness center).
pertandingan olahraga dan hiburan yang sifatnya insidentil.

(3) Tidak termasuk objek Fajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dalam rangka
pemikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

rFe TP A PN

Pasal 10
(1) Subyek pagk hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

(2) Wapb pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
hiburan.

Paragraf Kedua ) '
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 20

(1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumiah uang yang diterima atau yang

(20 Jumlah vang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa
hiburan.

Pasal 21
Besamya tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :
a. tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen);

b. pagelaran kesenian, musik, tan dan/atsu busana, kontes kecantikan, binaraga
sebesar 10 % (sepuluh persen);
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Lampiran | : Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011

kesenEan rakyat sebesar 5% (lima persen):

pameran sebesar 10 % [sepuluh persen);

diskotik, karaoke dan klub malam sebesar 25 % [dua puluh bma persenl

sirkus, akrobat. dan sulap sebesar 10% (sepulvh persen).

permainan bilyar, golf dan bowling sebesar 10% (sepulub persen;

pacuan kuda. kendarzan bermotor dan permainan ketangkssan @innya sebesar 10%
{sepuluh persen);

panti pijat. refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan dan pusat kebugaran (Fimess
cenfer) sebesar 10% (sepuluh persen);

I8 p-enand]hgan olzh raga dan hiburan yang sifstnya insidentd sebesar 10% (s=puluh
persenj;

sm o~ p oo

Pasal 22

Besaran pokok pajak hiburan yanp tervtang dihitung dengan cara mengalikan Tanf Pajak
sebapamana dimaksud dalam Passl 271 dengan Dasar Pengenasn Paik s=hapamans
dimaksud dalam Pasal 20

Parapraf Ketipa
Ma=za Pagk dan Sast Pagk Temtang
Fasal 23

{1} Masa Pagpk Hiburan untuk -
a. Hibwran yang bersifst tetap, adslzh jangka waliu yang lamanya 1 (safu) bulEn
kalender.

b. Hibwran yanp bersifat nsidentd, masa pajaknys adalah Engkas waktu yang Emanya
sama dengan jangka wakiu penyelenggaraan hibaran

{2) Pajak hiburan yang ierutang tegadi pada sast pembayaran kepads orang prbadi atzu
badan yang mengusahakan hiburan atau seisk disampaikan SFTFD.

(3} Dalem hal pembayaran dilakukan sebslum pelayanan hiburan dibsniksn, pajak
terutang teradi pada saat diskukan pembayaran atau sejak disampaikan SFTFDL

Bagian Kesmpst
PAJAK REKLAME
Paragraf Ke=sta

Nama, Obpsk dan Subjek Pajak
Fazsl 24

Dengan Mama Pajak Reklams dipungut paisk stas penyslenpgaraan reklame.

Paszal 25
(1) Obyek Paik Reklame adalsh semus penyeiznpgarsan reklame.
{2} Obyek Pask ssbagsimana dimaksud padas ayat (2], medipot ;
a. reklame papan ! reklame dinding ! bhilbosrd ¢ wideolron / megsiron. Lsnge
electronic displsy (LED) dan sejeniznya;
b. reklame kain;

13
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Lampiran J: Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011

BUPATI JEMBER

SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

- TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DI KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER L

cni bang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah K;hu :at;n Jember

Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Dael:ah" dalam rangka
pelaksanaan ketentuan Pasal 94 aya{ «(ﬁ turan Daerah =
dimaksud, perlu mengatur Tata- Cara/ n, Penyetoran, -~
Angsuran, dan Penund,aarf P m‘bhy/é Jﬂk di Kahup;ien’
Jember; i

b. bahwa berdasarkd ﬂ pertlmb;ntb n! seba |rh#|"ia/dimaksud dalam
huruf a, perfij menetapkan Pefat ﬁ‘g@.»

‘II] ata. Cara Perpajakan (Lembaran Negara
qpubllk Ihdonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik- ‘Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
i ba‘be‘:apa, kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
+\_28 Tatin 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Lt ;,Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
— 4740);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan
Undang-undang No. 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002
Tentang Pengadilan Pajak (Lembaga Megara Tahun 2002 Nomor
27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4288);

L
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

engingat ,:I/Eg&an —Uhdahg he ubli Hong’sla'ﬂbmor 6 Tahun 1983 tentang
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Lampiran J: Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besamya
kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan -usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan
sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau
keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
hiburan ditempat hiburan dengan dipungut bayaran.

Kegiatan Insidentil adalah kegiatan yang bukan iiegiatan rutinitas dari pada suatu
tempat-tempat kegiatan tertentu.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan
corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap

barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau
dinikmati oleh umum.

Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik,
baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Penerangan Jalan adalah Penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum
yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan,
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa
saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas dan bahu
jalan. -

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Air Tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul
secara alamiah di atas permukaan tanah.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

Waijib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pernbayar pajak, pemotong
pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
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(3) Pajak Hiburan dipungut oleh PemilikaengusahafPengalolafPenanggung
Jawab/Penyelenggara kegiatan Hiburan yang memungut bayaran dan disetor ke
Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas
Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk saat
penyelenggaraan hiburan.

(4) Pajak Reklame disetor oleh Penyelenggara Reklame/Pemegang Merk ke Kas
Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas
Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk saat
menyelenggarakan rekiame.

(5) Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Perusahaan
Listrik Negara, dipungut oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara dan disetor
Ke Kas Daerah paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

(6) Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh selain oleh PT. (Persero)
Perusahaan Listrik Negara, disetor langsung oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah
melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerirnaan Dinas Pendapatan atau
pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk setiap akhir bulan berikutnya.

(7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah
melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau
pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk setiap akhir bulan berikutnya ssjak
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(8} Pajak Parkir disetor oleh Pemilik!PengusahaIPengel‘ola!Penanggung Jawab
penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan disetor ke Kas Daerah
melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau

pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk paling lambat pada akhir bulan
berikutnya.

(9) Pajak Air Tanah disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat
pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank
dan/atau tempat lain yang ditunjuk setiap akhir bulan berikutnya sejak
pengambilan/pemanfaatan air tanah.

(10) Pajak Sarang Burung Walet disetor cleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui
tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada

Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk sefiap akhir bulan berikutnya sejal
pengambilan Sarang Burung Walet.

(11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disetor oleh Wajib Pajak ke Kas
Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas
Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 5

Daiam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan
hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran
pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 6

(1) Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan SSPD
atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSPD. ;
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LAARE - AN AHA

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDAPATAN
41, Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334804 JEMBER LEMBAR 6

SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH
PAJAK HIBURAN
{ SPTPD - HIBURAN )

Wehy  Farpazl

1. Nama Wajib Pajak s leawe.  Fanfasia b,

2. Nama Usaha SRR ol T/ SO - 1~ - RSO AT Wy, SR
3. NPWPD L l\a-,mn l-umuL 5?”.[?.-&.5‘:1'.1 JMH\’
4. Alamat :

5. Jenis Hiburan-tarif pagak ¥4
a. Tontonan Film - 10 %
b. Pangelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Binaraga - 10 %
c. Kesenian Rakyat-5 %
d. Pameran - 10 %
. Diskolik, Karaoke dan Kiub Malam - 25 %
f. Sirkus, Akrobat, Sulap - 10 %
g. Permainan Bilyar, Golf, Bowling - 10 %
h. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan lainnya -10 %
i. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa. Salon kecantikan, Pusat Kebugaran (Fitness center) - 10 %
j. Pertandingan Olah Raga, Hiburan Insidental - 10 %

6. Masa Pajak Jan | Peb | Mar | Apr [ Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt |Nov/| Des
v
| 2ls

7. Tahun Pajak R ?i.-..?..a.z..QQQ .................................

8. Nilai Penjualan A, 2,108, 208er bulan

9. Jumiah Pajak Tm.ﬁdﬁm’w oﬁd)npuvkp?s\u clua \!alv,e guaa‘a

; Covangisrinsrrsmntnn S b £ e e, N )
. Informasi lain-lain

a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak reecreeeeneeOTANG/MAN
b. Jumiah Pengunjung pada hari libur/ minggu rala-rala sebnyak i orang/hari
Keterangan - . oldeber o1z
"} Corel yang tidak periu Jember,

i_f‘____-

(Nama lehokap. sidsmper8

b Lt "l s Tl - 1 b e 1 il

0 e il i i

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,
- Terima Kasih Telah Membayar Pajak.

)

= TR SO

i e R bl AT v ki

e~ TUE U e S S Fevrgn

s . ok

s TR S ST S Y.

Sty



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran N : Surat Setoran Paiak

bankjatim [ -

v nifogat: Solbduec TS

Jenis Rekening [ siklus {0 Tabungan Haji [0 mbunganiu R Lt i
P Matz Uang : 1 ruplah (i VT ——
HNomor g/c S ,::,g[‘ o 5‘; ':E St S Tonai ) o, Warkat | jumiah Velas | Kurs Jarmiah Rupiah
Mama Pemilik Rekening [P Lt AL, 8 10w E
. e i ;_,,%«LU\ b et ¥i t- v 7o fuy
Nama Penyetor Folaugy .
Alamat Penyetor St _—
.. TOTAL [ T
infarmasi Penyetor a bah Mo, Rek 0 — 3
[ xon Ho. Tanda ¥ i el ?
Cieh Koamish
W it
' Whusus Setoran >Ap, 160.000.000,-(ekuivaien) b= jomiah ’aa'g, ‘:‘;‘mdi‘ T
: TERBILANG : (_L-.a,t aka. .. sratis

Sumber DANE foco e o Trubg C{U(,\- et

Tujuan T L N O TSP ras s yesstisare A i
KETENTUAR :
1. fah dvasdast stau i Tl
3 Seteran aian dibukukan setelsn dana sfaktf dierime dengan Taik.
. Bagl Non Hasabah yerg melaiulan sgtoren cara R 100,500,099, [eludvalen] wash manyerankss

fatnkoel tanca pengerdt dan mengis! formulir dais feseban Teller
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